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ABSTRAK

MEKANISME PENYELESAIAN PERSELISIHAN KEPENTINGAN ANTARA
PEKERJA DAN PENGUSAHA MELALUI MEDIASI OLEH

DINAS TENAGA KERJA KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh

ARDESTIAN SULISTIANI

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial, menjelaskan bahwa penyelesaian perselisihan hubungan industrial dapat
dilaksanakan secara litigasi dan non litigasi. Penyelesaian secara litigasi dilakukan di
Pengadilan Hubungan Industrial, sedangkan non litigasi dapat diselesaikan salah
satunya melalui mediasi pada perselisihan kepentingan yang dilakukan oleh mediator
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bandar Lampung. Permasalahan dalam
penelitian ini adalah (1) bagaimana mekanisme penyelesaian perselisihan kepentingan
antara pekerja dan pengusaha melalui mediasi oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar
Lampung? dan (2) apa sajakah faktor penghambat mediator dalam menyelesaikan
perselisihan kepentingan melalui mediasi?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan masalah
secara normatif dan empiris. Sumber data yang digunakan data primer dan sekunder.
Pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan, kemudian
dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) mekanisme penyelesaian perselisihan
kepentingan antara pekerja dan pengusaha melalui mediasi oleh Dinas Tenaga Kerja
Kota Bandar Lampung yaitu apabila dalam proses mediasi terjadi kesepakatan oleh para
pihak maka dibuatlah perjanjian bersama, namun jika tidak terjadi kesepakatan maka
mediator membuat anjuran tertulis untuk diselesaikan melalui Pengadilan Hubungan
Industrial.. (2) faktor-faktor penghambat mediator dalam menyelesaikan perselisihan
kepentingan antara pekerja dan pengusaha adalah (a) pengusaha sering menghilangkan
azas itikad baik, (b) sikap egois dari para pihak, (c) terbatasnya ruang sidang, (d)
kurangnya sarana dan prasarana, e) jumlah mediator tidak sesuai dengan jumlah
perselisihan.

Kata Kunci: Mediasi, Penyelesaian perselisihan kepentingan



ABSTRACT

MECHANISM OF INTEREST DISPUTE SETTLEMENT BETWEEN LABOUR
AND INDUSTRIALIST THROUGH MEDIATION BY DEPARTMENT OF

MANPOWER, BANDAR LAMPUNG CITY

By

ARDESTIAN SULISTIANI

Law Number 2 of 2004 concerning the Settlement of Industrial Relations Disputes,
explains that industrial relations dispute resolution can be carried out through litigation
and non-litigation. Litigation settlement is carried out in the Industrial Relations Court,
while non-litigation can be resolved, one of which is through mediation in a conflict of
interest carried out by the mediator of the Manpower and Transmigration Department,
Bandar Lampung City. The problem in this study are (1) How is the mechanism for
resolving dispute of interest between labour and industrialist through mediation by the
Bandar Lampung City Manpower Department? And (2) What are the factors that
obstruct the mediator from resolving dispute of interest through mediation?

The research method used in this study is a problem approach which is normative and
empirical. Data sources used primary and secondary data. Data collection through
library studies and field research, then analyzed qualitatively.

The results of the study show that (1) mechanism for resolving dispute of interest
between labour and industrialist through mediation by the Bandar Lampung City
Manpower Department, if in the mediation process an agreement is reached by the
parties, a joint agreement is made, but if there is no agreement, the mediator makes
written recommendations to be resolved through the Industrial Relations Court. (2) The
factors that obstruct the mediator from resolving disputes of interest between workers
and employers are (a) Industrialist often eliminate the principle of good faith, (b) selfish
attitude from the parties, (c) The limits of the room court, (d) Lack of facilities and
infrastructure, (e) The number of mediators is not in accordance with the number of
disputes.

Keywords: Mediation, Settlement of Dispute Interest
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibentuk bertujuan untuk melindungi 

segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk 

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut 

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi 

dan keadilan sosial sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang 

Dasar 1945 ( yang selanjutnya disebut UUD 1945). 

Sebagai bangsa yang merdeka, maka seluruh elemen masyarakat yang berada 

dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia bebas untuk mencapai 

tujuan dalam hidupnya, termasuk bagi buruh/pekerja dalam mewujudkan 

kesejahteraan. Di sisi lain, pemerintah beserta instrumennya berdasarkan 

konstitusi berkepentingan mewujudkan kesejahteraan rakyat. 

Konflik antara buruh/pekerja dengan para pengusaha, masing-masing pihak telah 

terbagi kedalam kelompok-kelompok yang diberikan ruang oleh negara untuk 

berserikat, berkumpul serta mengeluarkan pikiran baik lisan maupun tulisan. Hal 

tersebut dijamin di UUD 1945 yang menyatakan Kemerdekaan berserikat dan 

berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan sebagainya ditetapkan 

di dalam Undang-undang. 
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Keberadaan manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan orang lain 

dalam kegiatan interaksi tidak dapat dilepaskan dari konflik. Sebagaimana yang 

terjadi dalam bidang perburuhan atau ketenagakerjaan tidak dapat dihindari 

apabila terjadi konflik dalam hubungan Industrial.
1
 

Terjadinya perselisihan di antara manusia, terkhusus dalam bidang 

ketenagakerjaan merupakan masalah lumrah yang akan dialami oleh para 

pengusaha dengan para buruh. Umumnya hal tersebut timbul dikarenakan adanya 

perasaan-perasaan kurang puas dari masing-masing pihak. Pengusaha 

mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menurut pertimbangannya sudah baik 

dan pasti akan diterima oleh para pekerja/ buruh, namun karena para pekerja/ 

buruh juga memiliki pertimbangan yang berbeda-beda, maka buruh yang merasa 

puas dengan kebijakan para pengusaha akan menunjukkan semangat kerjanya 

dengan baik sedangkan buruh yang merasa tidak puas akan menunjukkan 

semangat kerja yang menurun dan buruk. Akibatnya, akan timbul konflik atau 

perselisihan yang dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian 

Perselisihan Hubungan Industrial, disebut dengan perselisihan hubungan 

industrial (yang selanjutnya disebut UUPPHI).
2
  

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, Perselisihan hubungan 

industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara 

pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat 

pekerja/buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, peselisihan kepentingan, 

perselisihan pemutusan hubungan kerja, perselisihan antara serikat pekerja/ 

                                                           
1
 HS. Trisnanta, dkk, Hukum Tenaga Kerja, PKKPUU FH Unila, Bandar Lampung, 2013, hlm.98. 

2
 Zaeni Asyhadie I, Peradilan Hubungan Industrial, Jakarta, PT Raja Grafindo, 2009, hlm. 2. 
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serikat buruh dalam satu perusahaan. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUPPHI 

tersebut diatas maka terdapat 4 (empat) macam/jenis perselisihan hubungan 

industrial yaitu Perselisihan Hak, Perselisihan Kepentingan, Perselisihan 

Pemutusan Hubungan Kerja, dan Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh 

dalam satu perusahaan. Perselisihan hubungan industrial yang sering terjadi di 

dalam praktik perindustrian salah satunya ialah perselisihan kepentingan. 

Perselisihan Kepentingan yaitu  perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja 

karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan atau 

perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, atau 

peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. 
3
 

Proses penyelesaian perselisihan kepentingan dapat melalui cara Perundingan 

Bipartit yaitu perundingan antara pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh 

dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan industrial. Tetapi biasanya 

penyelesaian perselisihan dengan cara bipartit seringkali tidak terselesaikan atau 

gagal dikarenakan pengusaha lebih berkuasa dibandingkan dengan pekerja/buruh. 

jika penyelesaian melalui perundingan bipartit telah gagal atau tidak berhasil 

maka perselesaian perselisihan dapat diselesaikan melalui mediasi. 

Mediasi Hubungan Industrial yaitu penyelesaian perselisihan hak, perselisihan 

kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antara 

serikat pekerja/buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang 

ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang netral. Proses mediasi ialah 

dengan cara mediator memanggil masing-masing para pihak yang berperkara, 

kemudian mediator mendengarkan masing-masing tuntutan para pihak, dan 

                                                           
3
 Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan 

Hubungan Industrial. 



4 
 

menyelesaiakan perkara berdasarkan kemauan para pihak, karena proses mediasi 

ini tidak bersifat mengikat hanya bersifat anjuran maka seringkali rekomendasi 

mediator tidak diikuti oleh para pihak terutama pengusaha.
4
 

Penyelesaian sengketa dengan mediasi mengandung unsur-unsur sebagai berikut 

pertama, merupakan proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan, 

kedua, pihak ketiga netral yang disebut sebagai mediator terlibat dan diterima oleh 

para pihak yang bersangkutan di dalam perundingan, ketiga, mediator bertugas 

membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari jalan keluar penyelesaian 

atas masalah-masalah sengketa, keempat, mediator tidak mempunyai kewenangan 

membuat keputusan selama proses perundingan berlangsung, dan kelima, tujuan 

mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat 

diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa.
5
  

Penyelesaian perselisihan melalui mediasi dilakukan oleh mediator yang berada di 

dalam instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan 

yang memenuhi syarat-syarat sebagai Mediator yang ditetapkan oleh Menteri 

untuk bertugas melakukan mediasi dan mempunyai kewajiban memberikan 

anjuran tertulis kepada para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan 

perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan 

kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu 

perusahaan, terdapat dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Tenaga Kerja 

Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pengangkatan 

Dan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial Serta Tata Kerja Mediasi. 

                                                           
4
 Takdir Rahmadi, 2010, Mediasi: penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat, Jakarta:PT 

Raja Grafindo Persada, hal.14 
5
 Absori, 2010, Hukum Ekonomi Indonesia: Beberapa Aspek Bidang Pengembangan pada Era 

Liberalisasi Perdagangan, Surakarta: Muhammadiyah University Press, hal. 203-204. 
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Mediator yang tidak dapat menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial dalam 

waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja tanpa alasan yang sah dapat 

dikenakan sanksi administratif berupa hukuman disiplin sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku bagi pegawai negeri sipil, adapun syarat-

syarat, tata kerja serta kewenangan mediator terdapat dalam Peraturan Menteri 

Tenaga Kerja Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang 

Pengangkatan Dan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial Serta Tata Kerja 

Mediasi. Jika penyelesaian perselisihan melalui mediasi tidak berhasil atau gagal 

maka proses penyelesaian perselisihan ini akan di selesaikan melalui Pengadilan 

hubungan industrial. 

Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang di bentuk di 

lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan 

memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial.
6
 Pengadilan 

Hubungan Industrial berada pada setiap Pengadilan Negeri Kabupaten/Kota yang 

berada di setiap Ibukota Propinsi yang daerah hukumnya meliputi propinsi yang 

bersangkutan. Khusus pada Kabupaten/Kota yang padat industri, Pengadilan 

Hubungan Industrial dibentuk dengan Keputusan Presiden pada Pengadilan 

Negeri setempat. 

Berdasarkan proses penyelesaian di atas bahwa penyelesaian melalui mediasi 

yang dapat ditempuh karena penyelesaian perselisihan melalui mediasi yang 

mencakup semua perselisihan yang sering terjadi, penyelesaian perselisihan 

melalui mediasi bersifat efisien, dan mengutamakan penyelesaian musyawarah 

untuk mufakat sehingga tercapainya perdamaian antara kedua belah pihak yang 

                                                           
6
 Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan 

Hubungan Industrial.  
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berselisih. Maka dari penjelasan latar belakang di atas penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian  apakah penyelesaian perselisihan kepentingan melalui 

mediasi dapat berjalan dengan baik dan akan menyelesaikan perselisihan yang 

terjadi, maka penulis mengangkat masalah ini menjadi sebuah skripsi dengan 

judul ”Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Kepentingan Antara Pekerja 

Dan Pengusaha Melalui Mediasi Oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar 

Lampung”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas yang terdapat dalam latar belakang, maka yang 

menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana mekanisme penyelesaian perselisihan kepentingan antara 

pekerja dengan pengusaha melalui mediasi oleh Dinas Tenaga Kerja Kota 

Bandar Lampung? 

2. Apa sajakah faktor-faktor penghambat mediator dalam menyelesaikan 

perselisihan kepentingan antara pekerja dengan pengusaha? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1)  Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian perselisihan kepentingan 

antara pekerja dengan pengusaha melalui mediasi oleh Dinas Tenaga Kerja 

Kota Bandar Lampung. 

2)  Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat mediator Dinas Tenaga 

Kerja Kota Bandar Lampung dalam menyelesaikan perselisihan 

kepentingan antara pekerja dengan pengusaha. 
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1.4. Kegunaan Penelitian 

1). Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperluas juga memperdalam ilmu 

hukum termasuk di dalamnya ilmu hukum administrasi negara yang berkaitan 

dengan hukum tenaga kerja dalam mengkaji atau menganalisis mengenai 

permasalahan hukum di Indonesia terutama menyangkut mekanisme 

penyelesaian dan peran mediator dalam menyelesaikan perselisihan 

kepentingan antara serikat buruh dengan pengusaha. 

2.) Kegunaan Praktis 

a) Upaya peningkatan dan perluasan pengetahuan bagi penulis dalam bidang 

hukum. 

b) Bahan kajian bagi penulis maupun masyarakat dalam melihat 

perkembangan sistem hukum di Indonesia menyangkut soal tenaga kerja. 

c) Sumbangan pemikiran dan bahan bacaan dan sumber informasi serta 

bahan kajian lebih lanjut bagi yang membutuhkan. 

d) Sebagai syarat untuk mendapat gelar Sarjana Hukum Universitas 

Lampung bagian Hukum Administrasi Negara. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Pengertian Perusahaan, Pengusaha dan Pekerja/Buruh 

2.1.1 Pengertian Perusahaan 

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

ketenagakerjaan dan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 

tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, Perusahaan adalah: 

a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, 

milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik 

negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau 

imbalan dalam bentuk lain; 

b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan 

mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk 

lain. 

Pengertian perusahaan menurut Prof. Abdul Kadir Muhammad dalam bukunya 

Pengantar Hukum Perusahaan di Indonesia Berdasarkan tinjauan hukum, istilah 

perusahaan mengacu pada badan hukum dan perbuatan badan usaha dalam 

menjalankan usahanya. Lebih lanjut, perusahaan adalah tempat terjadinya 

kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi. Pengertian 

perusahaan menurut pendapat Kansil perusahaan adalah setiap bentuk badan 
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usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus 

dan didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara indonesia untuk 

tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka perusahaan adalah setiap bentuk 

badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang menjalankan usaha 

baik milik perseorangan,milik persekutuan, milik badan hukum swasta maupun 

negara yang bergerak dalam kegiatan produksi yang bersifat tetap dan terus 

menerus serta bertujuan untuk memperoleh keuntungan.  

2.1.2 Pengertian Pengusaha 

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan 

dan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian 

perselisihan hubungan industrial, Pengusaha adalah: 

a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu 

perusahaan milik sendiri; 

b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri 

menjalankan perusahaan bukan miliknya; 

c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia 

mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang 

berkedudukan di luar wilayah Indonesia.  

Pengertian pengusaha menurut Raymond, pengusaha adalah orang yang 

mendirikan sebuah pengusaha untuk mensejahterakan diri dengan usaha yang 

kreatif dan inivatif yang akan membawa keuntungan dan akan menjadi sebuah 

proses pensejahteraan dengan sebuah pengusaha yang ada pada sebuah 
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pengusaha. Menurut Thomas W Zimmerer, pengusaha adalah penerapan sebuah 

inovasi dan kreatifitas dalam memecahkan masalah sebagai peluang besar yang 

akan memberikan keuntungan kepada banyak orang yang terlibat dalam sebuah 

perpengusahaan. 

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka pengusaha adalah orang 

perseorangan atau persekutuan baik berbadan hukum maupun tidak berbadan 

hukum yang menjalankan suatu perusahaan baik didalam wilayah Indonesia 

maupun diluar wilayah Indonesia yang bertujuan untuk mensejahterakan diri 

dengan penerapan sebuah inovasi dan kreatifitas dalam memecahkan suatu 

peluang besar yang akan memberikan keuntungan kepada banyak orang yang 

terlibat didalam sebuah perpengusahaan.  

2.1.3 Pengertian Pekerja/Buruh 

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan 

dan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian 

hubungan industrial, Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan 

menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain 

Secara umum pengertian buruh adalah orang yang bekerja untuk orang lain 

dengan mendapatkan upah. Dalam konteks kepentingan didalam suatu perusahaan 

terdapat dua kelompok yaitu kelompok pemilik modal (owner) dan kelompok 

buruh., yaitu orang-orang yang diperintah dan dipekerjakan dan berfungsi sebagai 

salah satu komponen dalam proses produksi. Dalam teori Karl Marx tentang nilai 

lebih disebutkan bahwa kelompok yang memiliki dan menikmati nilai lebih 
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disebut sebagai majikan dan kelompok yang terlibat dalam.proses penciptaan nilai 

lebih itu disebut buruh. 

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka pengertian pekerja/buruh adalah 

setiap orang yang berkerja untuk orang lain dengan menerima upah atau imbalan 

dengan bentuk lain yang terlibat dalam suatu proses produksi. 

2.2. Perselisihan Hubungan Industrial 

Pasal 1 angka 1 UUPPHI perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan 

pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan 

pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya 

perselisihan mengenai perselisihan hak, perselisiihan kepentingan, perselisihan 

pemutus hubungan kerja, perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh dalam 

satu perusahaan.
7
 

Berdasarkan kasus-kasus perselisihan industrial, penyebab utama yang sering 

ditemui di banyak perusahaan dapat dikelompokkan dalam empat kategori:
8
 

a. Tuntutan non-normatif, yaitu yang berhubungan dengan hal-hal yang tidak 

diatur dalam peraturan perundangan dan perjanjian kerja bersama.  

b. Tuntutan normatif, yaitu tuntutan terhadap hak-hak yang telah diatur dalam 

peraturan perundangan dan hak-hak yang telah telah disepakati dalam 

perjanjian kerja bersama atau peraturan perusahaan;  

                                                           
7
 Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi , Sinar Grafika, Jakarta, 2010, 

hlm.179. 
8
 Gunawi Kartasapoetra, Hukum Perburuhan di Indonesia Berlandaskan Pancasila, Sinar Grafika Persada, 

Jakarta, 1994, hlm. 248. 
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c. Keterlibatan pihak ketiga, seperti pekerja/buruh dari perusahaan lain atau 

serikat pekerja/serikat buruh (afiliasi lain) yang memprovokasi pekerja/buruh 

sehingga terjadi perselisihan; dan  

d. Tekanan dari beberapa pekerja di dalam perusahaan yang memaksa pekerja 

lain agar ikut berunjuk rasa. 

2.3. Jenis Perselisihan Hubungan Industrial 

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan 

Hubungan Industrial, jenis perselisihan hubungan industrial meliputi: 

2.3.1 Perselisihan Hak 

Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak 

akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan 

peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau 

perjanjian kerja bersama. 

2.3.2 Perselisihan Kepentingan 

Perselisihan kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja 

karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan dan/atau 

perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, atau 

peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. 

2.3.3 Perselisihan Pemutus Hubungan Kerja 

Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul dalam 

hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran 

hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak. 
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2.3.4 Perselisihan antara Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam Satu Perusahaan 

Perselisihan antara Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam Satu Perusahaan, adalah 

perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh lain, karena tidak adanya 

persesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak dan kewajiban 

keserikat pekerja.
9
 

2.4. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan 

Hubungan Industrial menjelaskan bahwa perselisihan hubungan industrial ini 

dimungkinkan untuk dapat diselesaikan melalui Pengadilan (Litigasi) dan di Luar 

Pengadilan Hubungan Industrial (Non Litigasi). Berikut ini penyelesaian 

perselisihan hubungan industrial yang dapat dilakukan: 

2.4.1.Penyelesaian Melalui Bipartit  

Perundingan bipartit adalah perundingan antara pekerja/buruh atau serikat 

pekerja/ serikat buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan 

hubungan industrial dalam satu perusahaan.
10

 Setiap terjadi perselisihan hubungan 

industrial wajib dilakukan perundingan penyelesaian perselisihan secara bipartit 

sebelum diselesaikan melalui mediasi atau konsiliasi maupun arbitrase. 

Perundingan bipartit dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Penyelesaian 

Perselisihan Hubungan Industrial adalah perundingan antara pekerja/buruh atau 

serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan 

                                                           
9
 Ibid., hlm. 180. 

10
 Pasal 1 ayat (1),  Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang Pedoman 

Penyelesaian Penyelesaian Hubungan Industrial Melalui Perundingan Bipartit. 
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hubungan industrial.
11

 Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan 

penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah 

untuk mencapai mufakat, dan jangka waktu penyelesaian perselisihan melalui 

bipartit harus diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal 

dimulainya perundingan. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari salah 

satu pihak menolak untuk berunding atau telah dilakukan perundingan tetapi tidak 

mencapai kesepakatan, maka perundingan bipartit dianggap gagal. 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan 

Hubungan Industrial, utamanya yang mengatur tentang penyelesaian secara 

bipartit, diatur secara limitatif dalam Bab III, bagian kesatu, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 

5, Pasal 6 dan Pasal 7. Penyelesaian perselisihan secara bipartit tersebut 

dimaksudkan untuk mencari jalan keluar atas perselisihan hubungan industrial 

dengan cara musyarawarah untuk mencapai kata mufakat secara internal, dalam 

arti kata tidak melibatkan pihak lain, di luar pihak-pihak yang berselisih 

penyelesaian perselisihan secara bipartit ini harus diselesaikan paling lama 30 

(tiga puluh) hari sejak tanggal di mulainya perundingan. Pada tahap ini apapun 

hasil perundingan tersebut di buat risalah perundingan yang ditanda tangani oleh 

para pihak yang pada pokoknya berisikan tentang aspek-aspek:
12

 

a. Nama lengkap dan alamat para pihak 

b. Tanggal dan tempat perundingan  

c. Pokok masalah atau alasan perselisihan 

                                                           
11

 Pasal 1 angka 10, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan 

Hubungan Industrial 
12

 Lilik Mulyadi dan Agus Subroto, Penyelesaian Perkara Pengsadilan Hubungan Industrial 

Dalam Teori dan Praktik, P.T. Alumni, Bandung, 2011, hlm.65. 
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d. Pendapat para pihak 

e. Kesimpulan atau hasil perundingan, dan 

f. Tanggal serta tandatangan para pihak yang melakukan perundingan. 

Penyelesain bipartit dilakukan agar perselisihan dapat dilaksanakan secara 

kekeluargaan, yang diharapkan masing-masing pihak tidak ada yang merasa 

dikalahkan atau dimenangkan, karena penyelesaian bipartit bersifat mengikat. 

Undang-undang memberikan waktu paling lama 30 hari untuk penyelesaian 

melalui lembaga ini, jika lebih dari 30 hari untuk penyelesaian maka perundingan 

bipartit dianggap gagal. Apabila perundingan mencapai kesepakatan, wajib dibuat 

perjanjian bersama yang berisikan hasil perundingan. Sebaliknya jika tidak 

tercapai kesepakatan, harus dibuat risalah perundingan sebagai bukti telah 

dilakukan perundingan bipartit. Apabila perundingan bipartit gagal salah satu 

pihak wajib mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab 

dibidang ketenagakerjaan setempat, untuk diperantarai.  

Pejabat yang berwenang pada instansi tersebut wajib menawarkan kepada para 

pihak untuk menawarkan penyelesaian melalui konsiliasi untuk perselisihan 

kepentingan, pemutusan hubungan kerja atau perselisihan antar serikat 

pekerja/serikat buruh disatu perusahaan atau penyelesaian melalui arbitrase untuk 

perselisihan kepentingan dan perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh 

dalam satu perusahaan.  Ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 UUPPHI memberi jalan 

penyelesaian sengketa pekerja/buruh dan tenaga kerja berdasarkan musyawarah 

mufakat dengan asas kekeluargaan antara buruh dan majikan.
13

 

                                                           
13

 Andrian Sutedi, Hukum Perburuhan, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 108-110. 
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Perundingan bipartit gagal, jika salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan 

perselisihanya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan 

setempat dengan melampirkan bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui 

perundingan bipartit telah dilakukan. Apabila bukti-bukti tersebut tidak 

dilampirkan, instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan 

mengembalikan berkas untuk dilengkapi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja 

terhitung sejak tanggal diterimanya pengembalian berkas.
14

 

Apabila dalam perundingan bipartit berhasil mencapai kesepakatan maka dibuat 

perjanjian bersama (PB) yang mengikat dan menjadi hukum serta wajib 

dilaksanakan oleh para pihak, dalam hal perjanjian bersama (PB) tidak 

dilaksanakan oleh salah satu pihak maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan 

permohonan eksekusi pada Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri 

di wilayah perjanjian bersama (PB) didaftar untuk mendapat penetapan 

eksekusi.
15

 Jika perundingan bipartit gagal maka salah satu atau kedua belah pihak 

mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggungjawab di bidang 

ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya 

penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan. Apabila bukti tersebut 

tidak dilampirkan risalah penyelesaian secara bipartit, instansi tersebut harus 

mengembalikan berkas untuk dilengkapi paling lambat tujuh hari sejak 

diterimanya pengembalian. 

Dalam melakukan perundingan bipartit, para pihak wajib :
16

 

a. memiliki itikad baik;  

                                                           
14

 Lilik Mulyadi dan Agus Subroto, Loc.Cit, hlm.66. 
15

 Andrian Sutedi, Op.Cit, hlm. 110. 
16

 Pasal 3 angka 1, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 31 tahun 2008 

tentang Pedoman Penyelesaian Penyelesaian Hubungan Industrial Melalui Perundingan Bipartit. 
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b. bersikap santun dan tidak anarkis; dan  

c. menaati tata tertib perundingan yang disepakati.   

2.4.2. Penyelesaian melalui Mediasi 

Apabila cara penyelesaian melalui konsiliasi atau arbitrase tidak disepakati oleh 

para pihak. Penyelesaian perselisihan melalui mediasi dilakukan oleh mediator 

yang berada di setiap kantor instansi yang bertanggung jawab di bidang 

ketenagakerjaan kabupaten/kota. Bila diperbandingkan antara cara penyelesaian 

perselisihan bipartit dengan mediasi, yang membedakan adalah masuknya pihak 

luar selain para pihak yang berselisih. Perundingan bipartit dilakukan terbatas 

pada pihak-pihak yang berselisih, sementara dalam mediasi, adanya pihak luar 

yaitu mediator yang masuk sebagai pihak penengah untuk mencoba 

menyelesaikan perselisihan tersebut.
17

 

Penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui cara mediasi Menurut 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Mediasi hubungan industrial yang 

selanjutnya disebut mediasi adalah penyelesaian perselisihan hak, perselisihan 

kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar 

serikat pekerja (SP) atau serikat buruh (SB) hanya dalam satu perusahaan melalui 

musyawarah yang di tengahi oleh seorang atau lebih mediator netral. Mediasi 

adalah “suatu proses negoisasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar 

yang tidak memihak dan netral yang akan bekerja dengan pihak yang bersengketa 

                                                           
17

 Ibid., hlm. 111-112.  
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untuk membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa tersebut 

secara memuaskan bagi kedua belah pihak”.
18

 

Tujuan mediasi ada 2 yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum 

meliputi: 

a. Proses membantu bernegosiasi. 

b. Meningkatkan pelaksanaan hubungan industrial Pancasila 

c. Ketenangan kerja usaha, peningkatan produksi dan produktivitas 

Sedangkan Tujuan khusus meliputi menyelesaikan dengan cepat, cermat dan 

tuntas menanggulangi secara dini, mencegah terjadinya PHK, menyelesaikan 

dengan musyawarah mufakat. 

Beberapa syarat agar suatu proses mediasi dapat berfungsi dengan baik. Syarat-

syarat tersebut adalah sebagai berikut : 

a) Adanya kekuatan tawar-menawar yang seimbang antara para pihak. 

b) Para pihak menaruh harapan terhadap hubungan dimasa depan. 

c) Terdapatnya banyak persoalan yang memungkinkan terjadinya pertukaran 

(trade offs) 

d) Adanya uergensi untuk menyelesaikan secara cepat. 

e) Tidak adanya rasa permusuhan yang mendalam atau yang telah berlangsung 

lama diantara para pihak. 

f) Apabila para pihak mempunyai pendukung atau pengikut, mereka tidak 

memiliki pengharapan yang banyak dan dapat dikendalikan. 
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g) Mempertahankan hak tidak lebih penting dibandingkan dengan penyelesaian 

sengketa yang cepat. 

h) Jika para pihak berada dalam proses litigasi, maka kepentingan kepentingan 

pelaku lainya, seperti pengacara atau penjamin tidak diberlakukan lebih baik 

dibandingkan dengan mediasi. 

Dalam menyelesaikan perselisihan sehingga dapat memaksimalkan hasil yang 

diharapkan diperlukan waktu yang tepat untuk melakukan mediasi. Waktu yang 

tepat dalam melakukan mediasi ketika : 

a. Hubungan antara pihak-pihak yang tegang tapi harus tetap berlanjut terjadi 

miscommunication sehingga diperlukan seorang ahli yang netral untuk 

memfasilitasi komunikasi kembali. 

b. Kehadiran seorang pihak ketiga yang netral dapat merubah dinamika hubungan 

antara pihak yang berselisih. 

c. Pihak-pihak yang berselisih menunjukkan kesediaan mereka untuk 

menyelesaikan dan mengkaji kembali posisi mereka. 

d. Pihak-pihak yang berselisih tertarik untuk mengadakan keputusan yang akan 

dihasilkan.
19

 

Mediasi yang dilakukan oleh perorangan dan dewan : 

A. Di banyak Negara, mediasi biasanya dilaksanakan oleh petugas tetap yang 

berfungsi sebagai mediator perorangan. 

Mereka dapat di bagi menjadi tiga jenis utama: 

1. Mereka yang mengabdikan seluruh waktu kerja mereka untuk melakukan 

mediasi dan mungkin juga tugas-tugas lain yang berkaitan dengan hubungan 
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industrial, dan secara resmi ditugaskan sebagai mediator atau sebagai pejabat 

bidang hubungan industrial. 

2. Para pejabat yang melakukan mediasi secara paruh waktu yang merupakan 

salah satu dari tugas mereka sehari-hari, dan 

3. Para pejabat eksekutif atau administrasi yang melakukan intervensi 

memperantarai perselisihan secara ad-hoc. 

B. Mediasi dapat juga dilakukan oleh sebuah lembaga yang terdiri dari beberapa 

anggota. Dapat juga disebut sebuah lembaga dewan atau komisi yang disebut 

sebagai dewan mediasi. 

Dewan ini dapat terdiri seseorang ketua independent bersama anggota yang 

mewakili pengusaha dan pekerja. Dewan secara keseluruhan mendapatkan tugas 

untuk menyelesaikan perselisihan. Prosedur kerja dewan lebih formal daripada 

prosedur yang dijalankan oleh mediator perorangan. Kedua prosedur ini dapat 

juga berbeda dalam hal yang lain. 

Hasil dari mediasi terdiri dari dua bentuk, yaitu : 

1. Berhasil mendorong pihak-pihak yang berselisih mencapai kesepakatan. 

Hasilnya dapat di rumuskan dalam Perjanjian Bersama. 

2. Tidak berhasil mendorong para pihak- pihak yang berselisih mencapai 

kesepakatan. Untuk itu mediator menyusun risalah upaya penyelesaian, sebagai 

laporan pertanggungjawaban dan sebagai bahan bagi salah satu pihak yang 

berselisih untuk dilanjutkan mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan 

Industrial.
20
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Lembaga mediasi ini berwenang menyelesaikan perselisihan, apabila dalam 

perundingan bipartit tidak tercapai kesepakatan/gagal, dan kedua belah pihak atau 

salah satu pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi di bidang 

ketenagakerjaan, yang selanjutnya instansi ketenagakerjaan ini menawarkan 

pilihan penyelesaian melalui konsiliasi atau arbitrase. Hal tersebut berarti bahwa 

perselisihan hubungan industrial yang terjadi antara para pihak setelah gagal 

dalam penyelesaian melalui bipartit, maka sebelum perkara diajukan ke 

pengadilan hubungan industrial, terlebih dahulu diselesaikan melalui lembaga 

mediasi. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari menumpuknya perkara 

perselisihan hubungan industrial di pengadilan. 

Pegawai yang berhak melakukan mediasi adalah mediator yang berada di setiap 

kantor instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Mengenai 

kedudukan mediator adalah sebagai berikut: 

a. Mediator yang berkedudukan di Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 

melakukan mediasi perselisihan hubungan industrial yang terjadi lebih dari 

satu wilayah Provinsi. 

b. Mediator yang berkedudukan di instansi yang bertanggung jawab di bidang 

ketenagakerjaan provinsi, melakukan perselisihan hubungan industrial yang 

terjadi lebih dari satu wilayah Kabupaten/Kota. 

c. Menurut Pasal 11 Kepmenakertrans Nomor 92 Tahun 2004, mediator yang 

berkedudukan di instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan 

Kabupaten/Kota, melakukan mediasi perselisihan hubungan industrial yang 

terjadi di wilayah Kabupaten/Kota tempat pekerja/buruh bekerja. 
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Syarat-ayarat yang ditentukan oleh undang-undang supaya dapat diangkat menjadi 

mediator adalah sebagai berikut: 

a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

b. Warga Negara Indonesia. 

c. Berbadan sehat menurut surat keterangan dokter. 

d. Menguasai peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. 

e. Berwibawa,jujur adil dan berkelakuan tidak tercela. 

f. Berpendidikan sekurang-kurangnya strata satu (S1). 

g. Syarat lain yang ditetapkan oleh menteri. 

Pada sidang mediasi, mediator harus sudah mengadakan penelitian tentang 

duduknya perkara dan segera mengadakan sidang mediasi dalam waktu selambat-

lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pelimpahan penyelesaian 

perselisihan dari instansi ketenagakerjaan dan mediator harus menyelesaiakan 

tugasnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak menerima 

pelimpahan penyelesaian perselisihan. 

2.4.3. Penyelesaian melalui Konsiliasi 

Berbeda dengan lembaga mediasi yang bersifat wajib setelah upaya bipartit, 

lembaga konsiliasi dan arbitrase merupakan lembaga pilihan. Sebagai lembaga 

pilihan, konsiliasi dan arbitrase hanya dapat ditempuh apabila kedua belah pihak 

yang berselisih sepakat untuk mencari penyelesaian melalui lembaga tersebut. 

Dengan demikian apabila upaya bipartit gagal, maka para pihak diberi kesempatan 



23 
 

untuk memilih upaya penyelesaian yang mereka inginkan, apakah konsiliasi atau 

arbitrase.
21

 

Penyelesaian melalui konsiliasi ini dilakukan melalui seorang atau beberapa orang 

atau badan sebagai penengah yang disebut konsiliator dengan mempertemukan 

atau memberi fasilitas kepada pihak-pihak yang berselisih untuk menyelesaiakan 

perselisihanya secara damai, konsiliator ikut serta aktif memberikan solusi 

terhadap masalah yang diperselisihkan.
22

 

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 menentukan konsiliasi hubungan 

industrial atau yang kemudian yang disebut sebagai konsiliasi adalah perselisihan 

kepentingan, perselisihan PHK, dan perselisihan antara serikat pekerja/ serikat 

buruh hanya dalam suatu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh 

seorang atau lebih konsiliator yang netral.
23

 

Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, 

pengertian konsiliator adalah seorang atau lebih yang memenuhi syarat-syarat 

sebagai konsiliator ditetapkan oleh Menteri, yang bertugas melakukan konsiliasi 

dan wajib memberikan anjuran tertulis kepada para pihak yang berselisih untuk 

menyelesaikan perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja 

atau perselisihan antar pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan. Jika 

dalam mediasi yang menjadi penengah adalah mediator (pegawai instansi 

ketenagakerjaan), berbeda dengan konsiliasi yang menjadi penengah adalah 

konsiliator (pihak ketiga diluar pegawai instansi ketenagakerjaan) yang terdaftar 

pada kantor instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan 
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kabupaten/kota yang wilayah kerjanya meliputi tempat di mana pekerja/buruh 

bekerja. 

Pengertian tersebut menjelaskan bahwa konsiliator penyelesaian perselisihan 

hubungan industrial berasal dari pihak ketiga, diluar pegawai pada instansi yang 

bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Berbeda halnya dengan mediator 

yang berasal dari pegawai pada instansi pada instansi yang bertanggung jawab di 

bidang ketenagakerjaan. Lingkup pekerjaan yang dapat ditangani oleh mediator 

termasuk perselisihan hak, sedangkan pada konsiliator perselisihan hak tidak 

dapat di tangani.
24

   

Konsiliator yang menyelesaiakan perselisihan tersebut harus terdaftar pada kantor 

instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan kabupaten/kota. 

Adapun persyaratan sebagai konsiliator adalah sebagai berikut:
25

 

a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 

b. warga negara Indonesia 

c. berumur sekurang-kurangnya 45 tahun 

d. pendidikan minimal lulusan strata satu (S1) 

e. berbadan sehat menurut surat keterangan dokter 

f. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela 

g. memiliki pengalaman di bidang hubungan industrial sekurang-kurangnya 5 

(lima) tahun. 

i. syarat lain yang ditetapkan oleh Menteri. 
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Upaya pemyelesaian perselisihan melalui konsiliasi, konsiliator mengupayakan 

musyawarah untuk mufakat. Apabila ternyata dalam perundingan mescapai 

kesepakatan, kesepakatan tersebut untuk selanjutnya dituangkan dalam bentuk 

perjanjian bersama yang di tandatangani oleh kedua belah pihak yang disaksikan 

oleh konsiliator, yang ditindak lanjuti dengan mendaftrakan perjanjian bersama 

tersebut pada PHI guna memperoleh Akta Bukti Pendaftaran. Manfaat akta bukti 

pendaftaran tersebut adalah sebagai dasar bagi salah satu pihak untuk mengajukan 

permohonan eksekusi kepada PHI, bila ternyata pihak yang lain tidak menepati 

atau melaksanakan perjanjian bersama tersebut. Sebaliknya bila ternyata tidak 

tercapai kesepakatan, langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut:
26

 

a. Kosiliator mengeluarkan anjuran tertulis  

b. Dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak bidang 

konsiliasi pertama, anjuran tertulis harus sudah disampaikan kepada para pihak 

c. Para pihak harus memberikan jawaban tertulis kepada konsiliator yang isinta 

menyetujui atau melakukan anjuran dalam waktu selambat-lambatnya 10 

(sepuluh) hari sejak menerima anjuran. 

d. pihak yang tidak memberikan jawaban atau pendapatnya sianggap sebagai 

menolak anjuran.  

e. Terhadap anjuran konsiliator apabila para pihak menyetujui, dalam waktu 

selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak anjuran disetujui, konsiliator harus 

sudah selesai membantu para pihak membuat perjanjian bersama yang 

kemudian didaftarkan di PHI untuk mendapatkan Akta Bukti Pendaftaran. 
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f. Keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui 

lembaga konsiliasi dilaksanakan dalam kurun waktu selambat-lambatnya 30 

(tiga puluh) hari kerja, terhitung sejak menerima permintaan penyelesaian 

perselisihan. 

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2005, 

menjelaskan kewenangan konsiliator sebagai berikut:
27

 

a. meminta keterangan kepada para pihak; 

b. menolak wakil para pihak yang belum melakukan perundingan bipartit; 

c. menolak konsiliasi bagi para pihak yang belum melakukan perundingan 

bipartit; 

d. meminta surat atau dokumen yang berkaitan dengan perselisihan; 

e. memanggil saksi atau saksi ahli;  

f. membuka buku dan meminta surat-surat yang diperlukan para pihak, instansi 

atau lembaga terkait. 

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2005, 

kewajiban konsiliator sebagai berikut:
28

 

a. Memanggil para pihak yang berselisih untuk dapat didengan keterangan yang 

diperlukan; 

b. Mengatur dan memimpin konsiliasi; 

c. Membantu membuat perjanjian bersama; 
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d. Membuat risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial; 

e. Membuat dan memelihara buku khusus dan berkas perselisihan yang 

ditandatangani; 

f. Membuat laporan hasil penyelesaian perselisihan hubungan industrial kepada 

Menteri melalui Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial. 

2.4.4. Penyelesaian melalui Arbitrase 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, menjelskan arbitrase adalah penyelesaian 

suatu perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja/ serikat 

buruh hanya dalam satu perusahaan, di luar pengadilan hubungan industrial 

melalui kesepakatan tertulis dari para pihak yang berselisih untuk menyerahkan 

perselisihan kepada arbiter yang putusanya mengikat para pihak dan bersifat 

final.
29

 

Arbitrase merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan 

kesepakatan para pihak yang dilakukan oleh pihak ketiga yang disebut arbiter dan 

para pihak yang menyatakan akan menaati putusan yang diambil oleh arbiter.
30

 

Pasal 30 Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 

menyebutkan wilayah kerja arbiter meliputi seluruh Wilayah Negara Republik 

Indonesia. Menurut ketentuan UUPPHI apabila kedua belah pihak sudah 

bersepakat untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui 

lembaga arbitrase, hal ini mengakibatkan lembaga pengadilan tidak lagi 
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mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili perselisihan para pihak 

tersebut, dikarenakan putusan arbitrase bersifat final dan banding.
31

 

Arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa 

atau yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri atau oleh lembaga arbitrase, untuk 

memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan 

penyelesaiannya melalui arbitrase.
32

  

Syarat pengangkatan Arbiter menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, 

sebagai berikut:
33

 

a. cakap melakukan tindakan hukum; 

b. berumur paling rendah 35 tahun; 

c. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah tau semenda sampai dengan 

derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa; 

d. tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan 

arbitrase; dan 

e. memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif dibidangnya paling sedikit 

15 tahun. 

Wilayah kerja arbitrase hubungan industrial dalam hal penyelesaian perselisihan 

hubungan industrial meliputi semua wilayah di negara Indonesia. Arbitrase juga 

mempunyai batas-batas kewenangan mengenai pekerja yang dapat diselesaikan 

melalui arbitrase hubungan industrial. Batasan tentang arbiter dan arbitrase 
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hubungan industrial dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tidak sama 

dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.
34

 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004  secara spesifik merinci kompetensi 

arbitrase hubungan industrial yang hanya berwenang menyelesaikan perselisihan 

hubungan industrial untuk dua jenis perselisihan yaitu: Pertama, Perselisihan 

Kepentingan, yang didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 didefinisikan 

sebagai perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya 

kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan/atau perubahan syarat-syarat kerja 

yang ditetapkan dalam perjanjian kerja bersama; Kedua, Perselisihan Antar 

Serikat Pekerja/Serikat Buruh, yang di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2004 didefinisikan sebagai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dengan 

serikat pekerja/serikat buruh lain hanya dalam satu perusahaan, karena tidak 

adanya kesesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak, dan 

kewajiban keserikat pekerjaan.
35

 

Keunggulan Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dinilai menguntungkan 

karena beberapa alasan sebagai berikut: 

Pertama, Kecepatan dalam Proses. Arbitrase hubungan industrial diminati oleh 

para pihak yang berselisih terutama pihak pengusaha karena proses penyelesaian 

perselisihannya harus selesai dalam waktu 30 hari kerja.  Pasal 40 ayat 1 Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2004 menyebutkan bahwa arbiter wajib menylesaikan 

                                                           
34

 Bambang Yunarko, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Lembaga Arbitrase 

Hubungan Industrial, Jurnal Perspektif, Fakultas Hukum Universeitas Wijaya Kusuma Surabaya, 

Vol. 16. No. 1, 2011, hlm.4.  
35

 Ibid, hlm. 5. 



30 
 

perselisihan hubungan industrial dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari kerja 

sejak penan-datanganan surat perjanjian.
36

  

Kedua, Sifat konfidensialitas. Pemeriksaan perselisihan hubungan industrial oleh 

majelis arbitrase selalu dilakukan dalam persidangan tertutup dalam arti tidak 

terbuka untuk umum. Pemeriksaan secara tertutup tersebut dapat disimpangi 

kecuali para pihak yang berselisih menghendaki lain. Putusan kecuali para pihak 

yang berselisih menghendaki lain. Putusan yang dijatuhkan dalam sidang tertutup 

tersebut hampir tidak pernah dipublikasikan. Dengan demikian, penyelesaian 

melalui arbitrase diharapkan dapat menjaga kerahasiaan para pihak yang 

bersengketa;  

Ketiga, Pemeliharaan Hubungan yang Baik. Penyelesaian sengketa melalui 

arbitrase hubungan industrial dapat menjaga suatu hubungan baik antara para 

pihak yang berselisih, sebab dalam penyelkesaian menggunakan arbitrase 

dilakukan secara dialogis dengan atau tanpa melibatkan pihak ketiga yang netral 

dan putusan hakikatnya merupakan kesepakatan para pihak. Sifat penye-lesaian 

sengketa yang ada, win-win solution, bahwa setiap pihak tidak dirugikan dan 

masing-masing pihak mendapatkan keuntungan yang sembarang; 

 Keempat, Hemat Waktu Dan Biaya; Penyelesaian melalui arbitrase hubungan 

industrial dinilai dapat menghemat waktu dan biaya, hal ini sejalan dengan asas 

dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang cepat, sederhana, dan biaya 

murah.  
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Kelima, Putusan Nonyudisial; Maksudnya bahwa putusan yang dihasilkan tidak 

oleh lembaga hakim, tetapi lebih pada hasil kesepakatan para pihak yang 

bersengketa sendiri dengan atau tanpa bantuan pihak ketiga yang netral. Karena 

merupakan kesepakatan maka, hasil penyelesaian hakikatnya merupakan 

perjanjian merupakan perjanjian yang mengikat, seperti Undang-Undang, dan 

wajib dilaksanakan dengan itikad baik.
37

 

Kelemahan Arbitrase Hubungan Industrial 

Beberapa faktor yang merupakan kelemahan arbitrase adalah sebagai berikut:  

Pertama, Hanya untuk Para Pihak Bonafide. Arbitrase hubungan industrial 

terkesan hanya bermanfaat untuk para pihak atau pengusaha yang bona fide 

(bonafide) atau jujur dan dapat dipercaya. Para pihak yang bonafide adalah 

mereka yang memiliki kredibilitas dan integritas, artinya patuh terhadap 

kesepakatan. 

Kedua, Ketergantungan Mutlak Pada Arbiter Hubungan Industrial. Putusan 

arbitrase selalu tergantung pada kemampuan teknis arbiter untuk memberikan 

putusan yang tepat dan sesuai dengan rasa keadilan para pihak. Meskipun arbiter 

memiliki keahlian teknis yang tinggi, bukanlah hal yang mudah bagi majelis 

arbitrase untuk memuaskan dan memenuhi kehendak para pihak yang 

bersengketa. Pihak yang kalah akan mengatakan bahwa putusan arbitrase tidak 

adil, demikian pula sebaliknya. Ketergantungan secara mutlak terhadap para 

arbiter dapat merupakan suatu kelemahan karena substansi perkara dalam 

arbitrase tidak dapat diuji kembali (melalui proses banding).  
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Ketiga, Tidak Ada Preseden Putusan Terdahulu Putusan arbitrase dan seluruh 

pertimbangan di dalamnya bersifat rahasia dan tidak dipublikasikan. Akibatnya, 

putusan tersebut bersifat mandiri dan terpisah dengan yang lainnya, sehingga 

tidak ada legal precedence atau keterikatan terhadap putusan-putusan arbitrase 

sebelumnya. Artinya, putusan-putusan arbitrase atas suatu sengketa terbuang 

tanpa manfaat, meskipun di dalamnya mengandung argumentasi-argumentasi 

berbobot dari para arbiter terkenal di bidangnya.
38

 

2.4.5. Penyelesaian melalui Pengadilan Hubungan Industrial 

Pengadilan tingkat pertama dan terakhir terkait perselisihan kepentingan dan 

perselisihan antar serikat buruh, namun tidak terhadap perselisiham hak dan 

pemutus hubungan kerja karena masih diperbolehkan upaya hukum ketingkat 

kasasi bagi para pihak yang tidak puas atas keputusan perselisihan hubungan 

industrial, serta peninjauan kembali ke Mahkamah Agung bilamana terdapat 

bukti-bukti baru yang ditemukan oleh salah satu pihak yang berselisih.
39

 

Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian 

perselisihan hubungan industrial, menjelaskan Pengadilan Hubungan Industrial 

adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang 

berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan 

hubungan industrial. 

Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan 

memutus: 

a. Ditingkat pertama mengenai perselisihan hak;  

                                                           
38

 Bambang Yunarko, Loc.cit.hlm. 7. 
39

 Asri Wijayanti, op. cit., hlm. 195. 
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b. Ditingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan; 

c. Ditingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja; 

d. Ditingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat 

pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.
40

 

Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri diangkat dan 

diberhentikan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung. Untuk dapat 

diangkat menjadi Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial dan 

Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung, harus memenuhi syarat sebagai 

berikut:
41

 

a. Warga negara Indonesia; 

b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

c. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945; 

d. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun; 

e. Berbadan sehat sesuai dengan keterangan dokter; 

f. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;  

g. Berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S.1) kecuali bagi Hakim Ad-

Hoc pada Mahkamah Agung syarat pendidikan sarjana hukum; dan 

h. Berpengalaman di bidang hubungan industrial minimal 5 tahun. 
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 Pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan 

Industrial 
41

 Pasal 64 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan 

Industrial 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Pendekatan Masalah 

Sesuai dengan masalah yang dibahas maka pendekatan masalah dalam penelitian 

ini akan dilakukan dengan dua cara yaitu pendekatan normatif dan pendekatan 

empiris yaitu: 

3.1.1 Pendekatan Yuridis Normatif 

Pendekatan Normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari 

bahan pustaka yang erat hubungannya dengan permasalahan mekanisme 

penyelesaian perselisihan kepentingan antara pekerja dan pengusaha melalui 

mediasi yang dapat dilakukan dengan pendekatan dari segi hukum melalui 

perundang-undangan, buku-buku literatur yang berkaitan dengan permasalahan 

yang dibahas. 

3.1.2 Pendekatan Yuridis Empiris 

Pendekatan Empiris yaitu pendekatan masalah yang dilakukan dengan melalui 

penelitian lapangan untuk mendapatkan informasi dan data-data dengan 

mewawancarai mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung yang 

dianggap mengetahui secara jelas permasalahan yang dibahas. 
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3.2 Sumber Data 

Dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) jenis data yaitu: 

3.2.1 Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya. Data 

primer diperoleh atau dikumpulkan dengan melakukan studi lapangan (field 

research) dengan cara wawancara. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam 

penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap 

muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-

keterangan. Narasumber dalam penelitian ini adalah: 

1) Leni Widyawati, S.E.  

2) Junaedi Sembiring, S.Sos.  

3) Septi Indrayani, S.H. 

4) Sri Handayani, S.H. 

5) Edi Susanto, S.H. 

 

3.2.2 Data Sekunder 

Data Sekunder adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan studi pustaka 

yang meliputi perundang-undangan, yurisprudensi, dan buku literatur hukum atau 

bahan hukum tertulis lainnya. 

Data sekunder terdiri dari : 
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1) Bahan hukum Primer, yaitu bahan yang bersumber dari ketentuan 

perundangundangan dan dokumen hukum.
42

 Bahan hukum primer yang 

digunakan dalam penelitian ini bersumber dari: 

a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan 

Alternatif Penyelesaian sengketa 

b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 

c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian 

Perselisihan Hubungan Industrial. 

d. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 31 Tahun 

2008 tentang Pedoman Penyelesaian Penyelesaian Hubungan Industrial 

Melalui Perundingan Bipartit. 

2) Bahan hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan 

terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan 

dalam penelitian ini bersumber dari bahan-bahan kepustakaan berupa 

buku-buku ilmu hukum, bahan kuliah, jurnal hukum, maupun literatur-

literatur yang berkaitan dengan penelitian atau masalah yang dibahas. 

3) Bahan hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, 

seperti kamus, ensiklopedia, dan artikel pada majalah, surat kabar atau 

internet.
43

 

3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 

3.3.1. Prosedur Pengumpulan Data 

                                                           
42

 Zainudiin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 47. 
43

 Abdulkadir Muhammad, op cit.,hlm. 119. 
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Prosedur Pengumpulan Data dilakukan dengan dua cara yaitu: 

1) Studi kepustakaan, studi kepustakaan adalah suatu prosedur pengumpulan 

data dengan membaca dan memahami dan mengutip bahan-bahan seperti 

peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, makalah-makalah dan 

berbagai sumber bacaan lainnya yang mempunyai hubungan dengan objek 

penelitian. Adapun tujuan yang dilakukan studi kepustakaan ini adalah 

untuk mendapatkan gambaran awal dari permasalahan yang dibahas 

sebelum melakukan penelitian kelokasi penelitian. 

2) Studi lapangan, studi lapangan ini diadakan dengan maksud untuk 

memperoleh data bahan hukum primer yang dilakukan dengan cara 

melakukan wawancara dengan para narasumber yang mempunyai 

hubungan langsung dengan pelaksanaan penyelesaian perselisihan 

kepentingan antara pekerja dengan pengusaha melalui mediasi Dinas 

Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung yaitu dengan menyiapkan daftar 

pertanyaan dan akan dikembangkan pada saat wawancara terhadap 

mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung. 

Dalam kaitannya dengan penelitian yang akan dibahas, maka penulis melakukan 

wawancara dengan: 

3.3.2. Prosedur Pengolahan Data 

Tahap-tahap pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Tahap editing, pada tahap ini data yang diperoleh diolah dengan cara 

pemilihan data dengan cermat dan selektif, sehingga diperoleh data yang 

relevan dengan pokok permasalahan. 
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2) Tahap identifikasi data yang telah terkumpul diidentifikasi sesuai dengan 

jenis dan kelompoknya. 

3) Tahap konstruksi data tersebut disusun sesuai data yang diperoleh menurut 

tata urutan yang telah ditetapkan dengan konsep tujuan dan harapan. 

3.4 Analisis Data 

Setelah data tersebut tersusun secara sistematis sesuai dengan pokok-pokok 

pembahasan bidang penelitian, maka data tersebut dianalisis secara deskriftif 

kualitatif yaitu menginterprestasikan data dalam bentuk uraian kalimat sehingga 

diharapkan dari data tersebut dapat dijelaskan mekanisme penyelesaian 

perselisihan kepentingan antara pekerja dengan pengusaha melalui mediasi dan 

faktor penghambat mediator dalam menyelesaikan perselisihan kepentingan antara 

pekerja dengan pengusaha pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil pembahasan penulis dapat mengambil kesimpulan antara lain: 

1. Mekanisme penyelesaian perselisihan kepentingan yang dilakukan oleh  

mediator Disnakertrans Kota Bandar lampung melalui beberapa proses 

yaitu: sebelum sidang mediasi dilaksanakan mediator menawarkan kembali 

kepada para pihak untuk melakukan penyelesaian melalui bipartit yaitu 

penyelesaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak antar pekerja dengan 

pengusaha secara musyawarah mufakat. Namun apabila dalam proses 

perundingan bipartit tersebut tetap tidak tercapai kesepakatan maka 

perselisihan tersebut diselesaikan melalui sidang mediasi yang diperantarai 

oleh pihak ketiga yaitu mediator. Kemudian dalam sidang mediasi tersebut 

apabila terjadi kesepakatan antar kedua belah pihak maka dibuatlah 

perjanjian bersama yang disepakati oleh para pihak yang selanjutnya 

didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri 

di wilayah hukum pihak-pihak yang mengadakan perjanjian bersama untuk 

mendapatkan akta bukti pendaftaran, tetapi jika tidak terjadi kesepakatan 

maka mediator disnakertrans Kota Bandar Lampung mengeluarkan anjuran 

tertulis jika anjuran tersebut disetujui maka dibuatlah risalah yang 

kemudian didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial, namun jika tidak 
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disetujui yang maka kedua belah pihak untuk dapat mengajukan gugatan ke 

Pengadilan Hubungan Industrial, apabila salah satu pihak atau kedua belah 

pihak tidak sepakat dengan putusan Pengadilan Hubungan Industrial maka 

para pihak dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.  

2. Faktor penghambat bagi mediator Disnakertrans Kota Bandar Lampung 

dalam melakukan penyelesaian perselisihan hubungan industrial yaitu: 

Pengusaha sering menghilangkan azas itikad baik, Tidak adanya perangkat 

atau regulasi yang dapat memaksa para pihak terutama pengusaha untuk 

hadir dalam sidang mediasi, Sikap egois dari para pihak, Terbatasnya ruang 

sidang, Kurangnya sarana dan prasarana, dan Jumlah mediator tidak sesuai 

dengan jumlah perselisihan 

5.2 Saran 

1. Sebaiknya, Pemerintah/Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung 

hendaknya mengoptimalkan pelayanan kepada semua pelaku produksi, 

khususnya dalam menangani penyelesaian perselisihan hubungan industrial 

yang harmonis yang dapat menunjang perekonomian daerah. 

2. Sebaiknya, pengusaha yang sebenarnya memiliki posisi yang kuatndalam 

kegiatan produksi, hendaknya lebih bijaksana dalam menentukan kebijakan 

didalam perusahaan sehingga tujuan yang akan dicapai tidak menimbulkan 

kerugian bagi pekerja. 

3. Sebaiknya, pekerja/buruh hendaknya lebih memahami peraturan 

perundang-undangan agar tidak mudah hak-hak yang harus didapat 

dilanggar, karena sebenarnya posisi pekerja/buruh berada pada posisi yang 

lemah dalam hubungan industrial. 
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